PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN

Menimbang

Mengingat

TUGAS, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kuningan, telah dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten
Kuningan;

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat
(1) huruf b serta ayat (3) Peraturan Daerah dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5 Noreg
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa
Barat 5/279/2016 Tambahan Lembaran  Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

KUNINGAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Kuningan;

Bupati adalah Bupati Kuningan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kuningan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan
yang selanjutnya disingkat DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningan yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningan yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD.



8. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah Kepala
Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai
ASN yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB Il
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi DPRD.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan
tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas
persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan
Pimpinan Fraksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
a. Sekretaris DPRD;

b. Kepala Bagian Umum, membawahkan :
1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

c. Kepala Bagian Keuangan, membawahkan :
1) Sub Bagian Program dan Anggaran;
2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.

d. Kepala Bagian Persidangan, membawahkan :
1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2) Sub Bagian Humas dan Protokol.

e. Kepala Bagian Perundang-undangan, membawahkan
1) Sub Bagian Pengkajian dan Penyusunan Produk
Hukum;
2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Produk
Hukum.



f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB I
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Sekretaris DPRD

Pasal 4

(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan
fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
Kabupaten Kuningan;

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
Kabupaten Kuningan;

fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten
Kuningan; dan

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas :

a.

Menyusun program dan langkah-langkah Kkerja
Sekretariat DPRD sesuai dengan kebijaksanaan
pimpinan DPRD;

Mengoordinasikan penyusunan biaya operasional DPRD
dan Sekretariat DPRD;

Merumuskan sasaran kegiatan Sekretariat DPRD untuk
melaksanakan program dan langkah-langkah Kkerja
yang telah ditetapkan;

Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan seluruh
kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
Menyelenggarakan dan membina administrasi
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga
dan perjalanan dinas;

Mengkaji dan mengoreksi konsep naskah dinas yang
berkaitan dengan tugas Sekretariat DPRD;
Mengarahkan penjabaran dari peraturan, prosedur atau
pedomanyang mendukung terhadap kelancaran
pelaksanaan tugas berdasarkan kebijaksanaan
pimpinan DPRD;

Memberi pertimbangan dalam bidang kepegawaian
Sekretariat DPRD;



i. Mengoordinasikan pelaksanaan dan mengikuti rapat-
rapat DPRD yang diatur menurut tata tertib DPRD;

j.  Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD
yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi
keuangan anggota DPRD;

k. Memberikan dan memandu kepentingan pelayanan
yang diperlukan oleh kelengkapan alat-alat DPRD;

I. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah;

m. Mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan
tugas kepada Bagian, Subbagian maupun Fungsional;

n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan DPRD;

0. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas administratif
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

p. Melaksanakan tugas-tugas pembinaan administrasi
dari Bupati serta mengikuti rapat-rapat yang
diprogramkan Bupati.

Bagian Kedua
Bagian Umum

Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris DPRD melaksanakan pelayanan
administrasi, ketatausahaan, kepegawaian,
kerumahtanggaan dan perlengkapan DPRD dan

Sekretariat DPRD serta menyiapkan penyelenggaraan
rapat-rapat/sidang-sidang DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional Bagian Umum;

b. Pembagian tugas penyelenggaraan Bagian Umum
meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan,
umum, kepegawaian, serta perlengkapan dalam rangka
mendukung mekanisme Kkerja Sekretariat DPRD dan
DPRD;

c. Pemberian  petunjuk  penyelenggaraan  sekretariat
meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian serta perlengkapan
dalam rangka mendukung mekanisme kerja Sekretariat
DPRD dan DPRD;

d. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;

e. Pengaturan penyelenggaraan Sekretariat meliputi urusan
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan,
dan kepegawaian serta perlengkapan dalam rangka
mendukung mekanisme Kkerja Sekretariat DPRD dan
DPRD;

f. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Sekretariat
DPRD dan DPRD; dan



g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan
arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Bagian Umum mempunyai uraian tugas :

a. Menyelenggarakan penyusunan usulan rencana Kkerja
dan anggaran tahunan;

b. Mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan oleh
Sekretarias DPRD;

c. Menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan
ketatausahaan bagi para Anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD;

d. Menyelenggarakan kegiatan dan pembinaan kearsipan
DPRD dan Sekretariat DPRD;

e. Menyelenggarakan pelayanan serta kegiatan administrasi
perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD;

f. Menyelenggarakan seleksi dan pemberian fasilitasi bagi
Tenaga Ahli DPRD;

g. Menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan administrasi
kepegawaian bagi para pegawai di lingkungan Sekretariat
DPRD;

h. Menyelenggarakan administrasi barang meliputi Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah (DKPBMD),;

i. Menyelenggarakan pembinaan di bidang ketatausahaan,
administrasi personalia dan kepegawaian, administrasi
kerumahtanggaan dan perlengkapan;

J. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan

petunjuk pelaksanaannya kepada Sub Bagian maupun
Fungsional di Bagian Umum;

k. Mengkaji dan mengoreksi konsep-konsep naskah dinas
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

I. meneliti dan mengawasi alur surat masuk dan surat
keluar yang dikelola Sekretariat DPRD;

m.membina dan mengendalikan pengelolaan dan
pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan
Sekretariat DPRD;

Nn. mengoordinasikan, @ membina dan mengendalikan
pengelolaan dan pelayanan administrasi, ketatusahaan,
kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan;

0. melayani kebutuhan lembaga DPRD dan Sekretariat
DPRD berkaitan dengan administrasi, ketatausahaan,
kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan;

p. penyiapan perjalanan dinas pimpinan, anggota dan seker
tariat DPRD;

g. memfasilitasi pihak yang berkepentingan untuk lembaga
DPRD maupun Sekretariat DPRD;

r. melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran
melaksanakan tugas;



s. membina dan memotivasi bawahan serta memelihara
secara terus menerus kemampuan prestasi pegawai
dalam rangka peningkatan produktifitas pegawai dan
pengembangan karier pegawai;

t. mengevaluasi hasil kerja Sub Bagian sesuai program dan
langkah kerja yang telah ditentukan,;

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
DPRD untuk bahan keputusan lebih lanjut;

v. menyusun dan menyampaikan Ilaporan pelaksanaan
tugas kepada Sekretaris DPRD;

w.pelaksanaan koordinasi dengan kabag lain yang ada di
Sekretariat DPRD; dan

X. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris DPRD.

Kepala Bagian Umum, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administasi ketatausahaan dan kearsipan serta administasi
kepegawaian Sekretariat DPRD, anggota DPRD dan tenaga
ahli.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian;

b. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan administrasi
kepegawaian Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dan
Tenaga Ahli;

c. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan administrasi
kepegawaian Sekretariat DPRD, anggota DPRD dan
tenaga ahli;

d. Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata
Usaha dan Kepegawaian,;

e. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan
keorganisasian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan
administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD, anggota
DPRD dan Tenaga Ahli;

f. Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
dan Kepegawaian;

g. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;

h. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
dan Kepegawaian; dan

i. Pelaksanaan tugas kedinasan Ilainnya berdasarkan
arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.



(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
mempunyai uraian tugas :

a.

-

Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan
Subbagian Tata usaha dan Kepegawaian serta
mengusulkannya kepada Kepala Bagian Umum;

. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sub Bagian;

. Mempelajari tugas dan petunjuk teknis yang diberikan

oleh Kepala Bagian Umum;

. Melaksanakan penerimaan, pengendalian, dan

pendistribusian surat bagi para Anggota DPRD dan
Sekretariat DPRD;

. Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat

keluar baik yang berkenan dengan Sekretariat maupun
DPRD

Melaksanakan kegiatan pengadministrasian surat keluar
dan surat masuk;

. Melaksanakan pembuatan dan penggandaan naskah

dinas sesuai kebutuhan;

. Mendistribusikan, mempelajari naskah-naskah dinas

kepada yang berkepentingan;

. Mengelola arsip lingkup Sekretariat DPRD;
. Melaksanakan administrasi  kepegawaian  lingkup

Sekretariat DPRD meliputi pengadministrasian berkas
pengangkatan CPNS, kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala dan pensiun serta urusan kepegawaian lainnya
di lingkup Sekretariat DPRD;

. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan

pengelolaan urusan administrasi pimpinan dan
anggota DPRD;

. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan

menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Daftar
Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;

.Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan memelihara

data kepegawaian Sekretariat DPRD, pimpinan dan
anggota DPRD;

. Menyiapkan bahan pengajuan/usulan pegawai yang

akan diikutsertakan dalam pendidikan dan latihan;

. Melaksankan koordinasi horizontal dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas;

. Menyiapkan rencana anggaran kegiatan Subbagian Tata

Usaha dan Kepegawaian,;

. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas

kepada pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian
Tata Usaha dan Kepegawaian;

. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

Bagian Umum dalam pelaksanaan tugas;

. Membuat laporan pelaksanaan tugas;

penyampaian laporan secara lisan atau tulisan kepada S
ekretaris DPRD melalui Kabag Umum; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bid

ang tugasnya.



(1)

Pasal 7

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan dan  pelayanan
kerumahtanggaan dan perlengkapan DPRD dan Sekretariat
DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Rumah Tangga;

b. Pengelolaan Administrasi barang meliputi Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (DKPBMD);

c. Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Rumah
Tangga,

d. Pelayanan dan penyediaan kerumahtanggaan DPRD dan
Sekretariat DPRD;

e. Pelayanan dan penyediaan perlengkapan DPRD dan
Sekretariat DPRD;

f. Pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan DPRD dan
Sekretariat DPRD;

g. Pemeliharaan  ketertiban dan kebersihan kantor
Sekretariat DPRD.

h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;

. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan
arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sub Bagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan;

b. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sub Bagian;

c. Melayani pengurusan kegiatan rumah tangga DPRD dan
Sekretariat DPRD;

d. Melaksanakan penyediaan keperluan kegiatan dan rapat
atau sidang DPRD;

e. Melaksanakan pemeliharaan barang-barang inventaris
DPRD dan Sekretariat DPRD;

f. Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan
kebutuhan;

g. Menginventarisasi, mengelola serta memelihara seluruh
asset DPRD dan Sekretariat DPRD;

h. Memelihara dan melayani kebutuhan sarana mobilitas
inventaris DPRD;

i. Memberikan pelayanan kepada tamu-tamu Pemerintah
Daerah dan DPRD;

J. Melaksanakan keamanan dan  ketertiban serta

pemeliharaan kebersihan/keindahan di lingkungan
DPRD dan Sekretariat DPRD;
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k. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugasnya,;

I. Memberi petunjuk tentang pelaksana tugas kepada
pelaksana yang berada di bawah subbagian Rumah
Tangga dan Perlengkapan;

m.Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang
kerumahtanggaan;

Nn. penyampaian laporan secara lisan dan / atau tulisan kep
ada Sekretaris DPRD melalui Kabag Umum; dan

0. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan

Pasal 8

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan program, pengelolaan dan
pelayanan administrasi keuangan Sekretariat DPRD,
melaksanakan verifikasi terhadap laporan
pertanggungjawaban Bendahara  serta pembuatan
laporan keuangan Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Mengoordinasikan bahan penyusunan program dan
rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

b. Pelayanan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat
DPRD;

c. Penyiapan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran
DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran DPRD
dan Sekretariat DPRD;

c. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi
keuangan Sekretariat DPRD, yang meliputi pembayaran
gaji dan tunjangan, administrasi keuangan pimpinan
dan anggota DPRD, serta administrasi keuangan lainnya
di lingkup Sekretariat DPRD;

d. Menyelenggarakan pembukuan dan verfikasi terhadap
pengeluaran dan pengajuan SPP dalam pelaksanaan
anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

e. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Pemegang
Kas Sekretariat DPRD;

g. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas;
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h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada atasan.
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris DPRD.

Bagian Keuangan membawahkan :
a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;

Pasal 9

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan program, pengelolaan
dan penyusunan anggaran DPRD dan Sekretaris DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Anggaran

mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi;

b. Penyusunan program dan kegiatan;

c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana
anggaran;

d. Penyusunan anggaran;

e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan pelaporan
kegiatan

f. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran secara
berkala.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sub Bagian Program dan Anggaran

mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Anggaran;

b. Mengoordinasikan bahan-bahan penyusunan anggaran
DPRD dan Sekretariat DPR;

c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);

d. Menyusun rencana strategis;

e. Menyiapkan bahan kebijakan teknis;

f. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis
pelaksanaan kegiataan;

g. Menghimpun, mengolah dan menyelaraskan
perencanaan kegiatan dari masing-masing bagian dan
Sub Bagian;

h. Melaksanakan program dan kegiatan kerja dalam
penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;

i. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
program di lingkungan Sekretariat DPRD;

J. Mengoordinasikan bahan penyusunan program dan
kegiatan kerja Sekretariat DPRD;

k. Menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan
tahunan Sekretariat DPRD;

I. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan
statistik sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD;
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m.Menyiapkan bahan serta menyusun evaluasi dan
pelaporan Kkegiatan, pelaporan akuntabilitas Kkinerja
Sekretariat DPRD;

n. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf di lingkungan
Sekretariat DPRD;

0. Menyusun Laporan Kketerangan pertanggungjawaban
(LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD;

. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas;

. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada atasan ;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Keuangan.

SO0

Pasal 10

Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai
tugas pokok melaksanakan perbendaharaan dan
pembukuan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan

mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan verifikasi dan fasilitasi pembukuan dan
perbendaharaan;

b. Penyelenggaraan akuntasi pembukuan dan pembendaharaan
DPRD dan Sekretariat DPRD;

c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran
keuangan dinas sesuia dengan peraturan yang berlaku;
d. Pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan

dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sub Bagian Perbendaharaan dan
Pembukuan mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bagian

Perbendaharaan dan Pembukuan;

b. Menyelenggarakan pembukuan dan verifikasi terhadap
pengeluaran dan pengajuan SPP dalam pelaksanaan
anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

c. Menyelenggarakan verifikasi dan fasilitasi pembukuuan
dan perbendaharaan;

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas;

e. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada atasan;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Keuangan.
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(1)

Bagian Keempat
Bagian Persidangan

Pasal 11

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok
merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk,
menyelia, mengatur, mengevaluasi, melaporkan dan
melaksanakan penyiapan materi sidang atau rapat,
penyusunan risalah, serta pelayanan kehumasan dan
keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional Bagian Persidangan dan
Sekretariat DPRD;

b. Pembagian tugas penyelenggaraan Bagian Persidangan
meliputi urusan rapat, risalah, kehumasan dan
keprotokolan,

c. Penyiapan materi dalam rangka penyelenggaraan rapat

dan persidangan DPRD;

. Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD;

Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan DPRD;

Pelaksanaan kegiatan Keprotokolan DPRD;

Pelayanan data dan informasi kegiatan DPRD.

Q@ +oa

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bagian Persidangan mempunyai uraian
tugas :

a. Menyelenggarakan penyusunan usulan rencana Kkerja
dan anggaran tahunan Bagian Persidangan berdasarkan
masukan dari para Kepala Sub Bagian yang dibawahnya
serta mengusulkannya kepada Sekretaris DPRD;

b. Menyelenggarakan penyusunan rencana
penyelenggaraan persidangan dan rapat DPRD sesuali
dengan ketentuan yang berlaku;

c. Menyelenggarakan penyusunan draft resume dan
laporan hasil persidangan dan rapat DPRD;

d. Menyelenggarakan kegiatan pengadministrasian
penyelenggaraan persidangan dan rapat DPRD;

e. Menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan administrasi
di bidang informasi dan kehumasan;

f. Menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan administrasi
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di luar sidang
para Anggota DPRD;

g. Menyelenggarakan pengelolaan Perpustakaan Sekretariat
DPRD;

h. Menyelenggarakan kegiatan pendokumentasian kegiatan-
kegiatan DPRD lainnya;

i. Menyusun rencana dan langkah-langkah kerja
persidangan;

Jj. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas bagi

bawahan di bidang penyelenggaraan persidangan DPRD;
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k. Memfasilitasi dan menjaga kelancaran terselenggaranya
kegiatan persidangan DPRD;

I. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m.Menyiapkan bahan materi yang akan diajukan oleh
DPRD;

n. Menyusun Jadwal Persidangan DPRD;

0. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas;

p. Menyampaikan saran, informasi dan pertimbangan
kepada atasan di bidang penyelenggaraan persidangan
DPRD;

g. Menyusun agenda kegiatan acara-acara DPRD;

r. Menertibkan setiap acara yang diselenggarakan DPRD
serta kegiatan-kegiatan tertentu;

s. Menghimpun Kkliping media dan mengkoordinasikan
pemberitaan dengan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang
berkaitan dengan kegiatan DPRD dan Pemerintah
Daerah;

t. Menyiapkan Press realese tentang berita yang berkaitan
dengan kegiatan DPRD;

u. Memberikan data dan informasi berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan DPRD;

v. Memfasilitasi tamu-tamu Pimpinan dan Lembaga DPRD;

w.Memberikan laporan pelaksanaan tugas;

X. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretariat DPRD.

Bagian Persidangan membawahkan :
a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
b. Sub Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 12

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan materi Rapat Sidang dan menyusun
risalah rapat sidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai

fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Rapat dan
Risalah;

b. Menyiapkan bahan materi dalam rangka pelaksanaan
rapat/risalah DPRD;

c. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan
Rapat lainnya;

d. Menjaga kelancaran terselenggaranya rapat-rapat DPRD

dan Rapat lainnya;

Menyiapkan bahan-bahan rapat DPRD;

Menyusun risalah hasil rapat/sidang DPRD;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran tugas;

. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas;

Pemberian  petunjuk  pengelolaan urusan rapat

Persidangan;

- Q@~o
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j. Pembagian tugas pengelolaan urusan rapat persidangan;

k. Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Rapat dan
Risalah

I. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan rapat
persidangan;

m.Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Rapat
Persidangan;

Nn. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;

0. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada atasan;

p. Pelaksanaan tugas kedinasan Ilainnya berdasarkan
arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai
uraian tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan
Sub Bagian Rapat dan Risalah serta mengusulkan
kepada Kepala Bagian Persidangan;

b. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran(RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sub Bagian;

c. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan
oleh Kepala Bagian Persidangan;

d. Menyusun rencana penyelenggaraan persidangan dan
rapat-rapat DPRD sesuai dengan Kketentuan yang
berlaku;

e. Mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam
penyelenggaraan persidangan dan rapat DPRD;

f. Mempersiapkan konsep jadwal dan acara persidangan
dan rapat DPRD;

g. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan risalah
persidangan dan rapat DPRD;

h. Melaksanakan penyusunan konsep risalah persidangan
dan rapat DPRD;

i. Melaksanakan penggandaan risalah persidangan dan
rapat DPRD;

J. Melaksanakan pengaturan pendistribusian bahan-bahan
persidangan dan rapat DPRD kepada para Pimpinan dan
Anggota DPRD serta para undangan yang akan hadir
dalam persidangan dan rapat DPRD;

k. Melaksanakan penyusunan konsep surat undangan
menghadiri persidangan dan rapat DPRD yang akan
ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;

I. Mempersiapkan daftar absensi para undangan yang
akan hadir dalam persidangan dan rapat DPRD;

m.Mengoreksi konsep risalah persidangan dan rapat
DPRD;

n. Melaksanakan pengaturan mengenai tata tempat dalam
persidangan dan Rapat DPRD;

0. Melaksanakan penyusunan draft resume dan laporan
hasil persidangan dan rapat DPRD;

p. Melaksanakan kegiatan pengadministrasian
penyelenggaraan persidangan dan rapat DPRD;
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g. Melakukan pembinaan dalam rangka mewujudkan tertib
administrasi di bidang penyelenggaraan persidangan dan
rapat DPRD;

r. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat
terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai
yang membantunya,;

s. Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai
yang membantunya,;

t. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian
lainnya yang ada di lingkungan Bagian Persidangan
dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
kedinasan Sub Bagian Rapat dan Risalah;

u. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi
terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
kedinasan Sub Bagian Rapat Risalah;

v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
Bagian Persidangan dalam hal-hal yang berkaitan
dengan kegiatan kedinasan Sub Bagian Rapat dan
Risalah;

w.Memaraf dan atau menandatangani surat-surat dan
naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

X. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas kedinasan Sub Bagian Rapat dan
Risalah yang berhubungan dengan Sekretariat DPRD;

y. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Bagian Persidangan; dan

z. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan dan pelayanan kehumasan dan
keprotokolan DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai

fungsi :

a. Pelayanan dan pelaksanaan pengumpulan informasi dan
pemberitaan serta publikasi kegiatan DPRD;

b. Pendokumentasian Kegiatan DPRD;

c. Pelaksanaan penyiapan keprotokolan DPRD;

d. Penyusunan acara keprotokolan DPRD.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai

uraian tugas :

a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Sub
Bagian Humas dan Protokaol;

b. Merumuskan Rencana Kerja serta mengusulkannya
kepada Kepala Bagian Persidangan;
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(1)

(2)

c. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sub Bagian;

d. Melaksanakan pelayanan data informasi berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan DPRD;

c. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis

keprotokolan DPRD;

d. Menyusun acara Keprotokolan DPRD;

e. Menyiapkan dan mengatur acara sidang, rapat dan
pertemuan resmi lainnya,;

f. Menata ruangan untuk pelaksanaan sidang, rapat dan
pertemuan resmi lainnya,;

g. Menghimpun kliping media yang berkaitan dengan
kegiatan DPRD dan Pemerintah Daerah serta
mengkoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRD
(AKD) terkait;

h. Menyiapkan Press Realese tentang berita yang berkaitan
dengan kegiatan DPRD;

i. Membantu kelancaran sidang, rapat dan pertemuan
resmi lainnya;

J. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Bagian Persidangan

Bagian Kelima
Bagian Perundang-undangan

Pasal 14

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok
merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk,
menyelia, mengatur, mengevaluasi, melaporkan
pelaksanaan urusan perumusan, mengelola bahan untuk
bahasan rancangan dan kajian produk hukum serta
melaksanakan pengolahan data dan pendokumentasian
produk hukum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bagian Perundang-undangan mempunyali
fungsi :

a. Perencanaan operasional Bagian Perundang-undangan
dan Sekretariat DPRD;

b. Pembagian tugas penyelenggaraan Bagian Perundang-
undangan meliputi urusan pengkajian, pengolahan data
dan dokumentasi produk hukum;

c. Memberikan petunjuk penyelenggaraan bagian
perundang-undangan meliputi urusan perumusan dan
dokumentasi produk hukum;

d. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;

e. Pengelolaan penyiapan bahan kajian dan pengembangan
produk hukum;

f. Melakukan koordinasi untuk menghimpun bahan
rancangan produk hukum daerah;
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(3)

- s

Menyiapkan dan menyusun rancangan produk yang
menjadi tugas garapan DPRD;

. Melaksanakan pengolahan data produk hukum;

Pengelolaan dokumentasi produk hukum;
Pengelolaan pelaksanaan unifikasi dan kodefikasi produk
hukum;

. Pengelolaan layanan informasi produk hukum;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian
Perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bagian Perundang-undangan mempunyai
uraian tugas :

a.

Merumuskan program kegiatan Bagian Perundang-
undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan.

. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya

baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

. Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal

Sekretariat DPRD baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

. Mengoordinasikan perumusan Kkebijakan pemerintah

daerah dan DPRD di bidang Perundang-undangan yang
meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan,
dokumentasi, dan perumusan produk hukum;
Menyiapkan rancangan peraturan daerah;

. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan;

. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi produk

hukum;

. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bagian

peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan
perumusan produk hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

operasional di bagian peraturan perundang-undangan,
dokumentasi dan perumusan produk hukum agar sesuai
dengan rencana program;

. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui
system penilaian yang tersedia sebagai cerminn
penampilan Kkerja;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;

m.Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
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n.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai
bidang tugasnya.

(4) Bagian Perundang-undangan, membawahkan:

a.
b.

Sub Bagian Pengkajian dan Penyusunan Produk Hukum;
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum.

Pasal 15

Sub Bagian Pengkajian dan Penyusunan Produk Hukum
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rancangan
kajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan
yang menjadi tugas garapan DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Pengkajian dan Penyusunan
Produk Hukum mempunyai fungsi:

a.

b.

Perencanaan Kegiatan kerja Sub Bagian Pengkajian dan
Penyusunan Produk Hukum;

Menyelenggarakan penyusunan konsep rancangan
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan lain-
lain Produk Hukum DPRD;

. Menyelenggarakan pengadministrasian Rancangan

Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pihak
Eksekutif untuk dibahas dengan DPRD;

. Menyelenggarakan pengadministrasian Keputusan

DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan lain-lain Produk
Hukum DPRD;

. Menyelenggarakan kodifikasi Keputusan DPRD,

Keputusan Pimpinan DPRD dan lain-lain Produk Hukum
DPRD;

Menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan fasilitasi
penyusunan telaahan dalam bidang hukum bagi para
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan legislasi
DPRD;

Menyiapkan rancangan produk hukum;

.Penyiapan bahan kajian dan pengemban